SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 27
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi

1.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal dengan diberlakukannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan  Keuangan Daerah  Kabupaten  Kendal
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah
tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu
diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas  Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
219);

10.Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 27 TAHUN
2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor
27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal:

a. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017
Nomor 2);

b. Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 37);
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c. Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 37);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD dalam kedudukannya sebagai

BUD

menunjuk Pejabat di lingkungan Badan

Keuangan Daerah sebagai Kuasa BUD kepada :

a. Kepala Bidang Anggaran sebagai kuasa BUD
yang bertugas :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;

Menyusun rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD;

Menyusun kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD;

Mengesahkan DPA-SKPD;

Melakukan pengendalian pelaksanaan
APBD;dan

Menetapkan Anggaran Kas.

b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
sebagai kuasa BUD yang bertugas :

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
sistem penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;

Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian jaminan atas nama pemerintah
daerah;

Melaksanakan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah;

Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam
hal penerimaan dan pengeluaran daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan
melalui RKUD;

Mengelola investasi;

Melakukan pembayaran melalui penerbitan
SP2D;

Membuka rekening Kas umum daerah;
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10) Membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran;

11) Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

12) Menyusun rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagai
kuasa BUD yang bertugas menyimpan seluruh
bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

(2) Kuasa BUD dalam menjalankan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan
Daerah selaku PPKD dalam kedudukannya sebagai
BUD.

(3) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Frasa “Badan Keuangan Daerah” yang disingkat dengan
“Bakeuda” dibaca dan dimaknai sebagai “Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kendal” yang disingkat “BPKAD”.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang wmengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

Saliiﬁé.hf‘fsqsuaj dengan aslinya,
~ KEPALA'BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

A
NUR FUAD, S.H., M.H.

Pémbina Tk I
NIP--19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 1
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